



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Roham; Drs. H. Abujaman.
1991 Agama Wahyu dan Kepercayaan Budaya. Media
Da'wah.
Subagya, Rachmat.
1976 Kepercayaan: Kebatinan, Kerohanian, Kejiwaan.
Yogyakarta: Kanisius.
1981 Agama AsliIndonesia. Jakarta : Sinar Harapan dan
Yayasan Cipta Loka Caraka.
Tule LIC, Drs. Philipus dan Wilhelmus Djulei LIC.
1994 Agama-agama Kerabat Dalam Semesta. Nusa Indah
Flores, NTT.
Verkuyl, Dr. J.
1958 Tari dan Dansa. Jakarta: Badan Penerbit Kristen.

398 | Kumpulan Makalah Kongres Kebudayaan V - 2003



PLURALITAS KEPENDUDUKAN
DALAM PERSPEKTIF

Oleh : lwan Nurdaya, Djafar dan Pulung Swandaru

MUKADIMAH
Berdasarkan Pendataan Penduduk dan Pencatatan
Pemilih Berkelanjutan (P4B) yang dilaksanakan oleh Badan
Pusat/Statistik Provinsi Lampung pada bulan April 2003, populasi
penduduk Provinsi Lampung adalah sekitar 6.900.000 jiwa.
Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2000, dengan jumlah
penduduk saat itu 6.646.890 jiwa, komposisi- penduduknya
menurut suku angsa adalah suku Jawa 61,88% (4.113.731 jiwa)
, Suku Lampung (Pepadun, Abung Bunga Mayang, Peminggir)
11,92% (792.312 jiwa), suku Sunda (termasuk Banten) 11,27%
(749.566 jiwa), suku Semendo dan Palembang 3,55% (236.292
jiwa), dan suku bangsa lainnya (Bengkulu, Batak, Bugis, Minang
dll.) 11,35% (754.989 jiwa). Dalam makalahnya bertajuk
“Pandangan Pemangku Kebudayaan Daerah/Suku Bangsa
Lampung tentang Kebudayaan Nasional” yang disampaikan pada
Temu Budaya Daerah Lampung tanggal 5-6 September 1988 di
Bandarlampung, Prof. Hilman Hadikusuma, S.H. menulis, “Orang
Lampung merasa miskin budaya dan miskin pencipta, miskin
pelaku dan miskin pendukungnya dikarenakan jumlah penduduk
berbudaya Lampung memang sedikit (di sekitar satu juta jiwa)
Kepala BPS Provinsi Lampung, Nursinah Amal Urai, SE, MA
pemah mengatakan bahwa pada P4B tahun 2003 memang
sengaja tidak ditanyakan mengenai suku bangsa karena pada
pendataan sebelumnya (SP 2000) orang merasa kesulitan
menentukan suku bangsanya disebabkan orang tuanya sudah
melakukan perkawinan antar suku bangsa.
Berdasarkan data komposisi penduduk menurut suku bangsa
di atas, dapat dikatakan bahwa terdapat pluralitas kependudukan
di Provinsi Lampung.

Dengan demikian, penduduk Lampung merupakan

‘Makalah disampaikan pada kongres kebudayaan V tahun 2003 di bukit Tinggi
Sumatera Barat 19-23 Oktober 2003
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masyarakat majemuk (plural society) yang terdiri dari multietnik.

Orang Lampung asli diyakini berasal dari Gunung Pesagi,
Lampung Barat, yang kemudian menyebar ke seluruh penjuru
Lampung. “Ini terjadi pada sekitar abad ke-14. Keberadaan etnik
non-Lampung di Provinsi Lampung pun sudah demikian
menyejarah dan berbilang abad. Orang Baten sudah masuk ke
Lampung sejak zaman Sultan Ageng Tirtayasa (1651-1683) pada

- abad ke-17 dengan menempatkan wakil-wakil Sultan Banten di
Lampung yang disebut jenang atau kadangkala disebut
gubernur. Namun, menurut Drs A.S. Wibowo dalam tulisannya
lampung pada Abad XVII” penguasa-penguasa Lampung asli
yang terpencar-pencar pada tiap-tiap desa atau kota yang
disebut adipati secara hierarkis tidak berada di bawah koordinasi
penguasaan jenang/gubernur. Penguasaan Sultan Banten alas
Lampumg adalah dalam hal garis pantai saja dalam 1 rangka
menguasai monopoli arus ke luamya hasil-hasil bumi terutama
lada. Dengan demikian, jelas hubungan Banten-Lampung adalah
dalam hubungan saling membutuhkan timbal-balik. (Penjelasan
lain mengatakan bahwa pada zaman dulu orang Lampung wajib
melakukan seba ( datang menghadap, audiensi) kepada Sultan
Banten; dan beroleh nama gelar. Bahkan pepadun (pedudukan,
bangku) dilhami ketika melihat para petinggi Banten tidak duduk
sama tinggi, yang kemudian melahirkan sebutan ‘Lampung
Pepadun salah satu dari dua sub-adat Lampung, di samping
Lampung Saibatin (Peminggir). Di Banten terdapat kampung
Lampung Cikoneng).

Begitu pun orang Bugis sudah masuk ke Lampung pada
abad ke~19. Salah satu buktinya adalah Masjid Jami Al-Anwar
di Telukbetung, yang dibangun oleh keturunan Bugis pada 1839.
Pada mulanya majid itu berupa surau, yang kemudian hancur
pada 1883 ketika Gunung Krakatau meletus, dan kemudian
dibangun kembali pada 1888 lewat suatu musyawarah bersama
para saudagar dari Palembang dan Banten. Masjid Jami Al-
Anwar itu adalah masjid tertua di Lampung. Di Menggala juga
sudah lama terdapat Kampung Bugis dan Kampung Palembang,
bahkan mereka termasuk ke dalam kebuwaian (keturunan
darah) yang ada di sana.

Kehadiran orang Bengkulu di Lampung juga sudah terjadi
pada abad ke-19. Masjid Jami Al-Yaqin yang terletak di jalan
Raden Intan, Bandar Lampung, dibangun oleh orang Bengkulu
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yang merantau di Tanjungkarang pada 1883. Semula masjid itu
terletak di dekat pos polisi Pasar bawah lalu dipindahkan kedepan
BRI di jalan raden inten itu masijid itu.

Sementara itu, kedatangan orang jawa di Lampung untuk
pertama kalinya terjadi pada 1905 melalui program kolonisasi
di Pringsewu. Selanjutnya melalui program tansmigrasi,
sedangkan orang Bali datang pada tahun 1963 karena
meletusnya Gunung Agung.

Multietnik

Tentu saja, pelbagai etnik tadi memiliki dan membawa
budayanya sendiri-sendiri. Tak ada kelompok manusia yang tak
terikat budaya (culture bound). Di dalam perjalanan waktu yang
relatif panjang itu, masing-masing etnik tadi melestarikan dan
mengembangkan kebudayaannya, di samping mungkin juga
terjadi kontak budaya.

Pelestarian dan pengembangan kebudayaan masing-masing
etnik tadi, pada waktu mutakhir tampak pada organisasi-
organisasi kebudayaan etnik di Lampung. Orang Banten
mendirikan Paguyuban Keluarga (Paku) Banten, sementara
orang Sunda lainnya mendirikan Peguyuban Warga Jawa Barat
(Pajar) dan Mangle. Orang JawaTengah mendirikan
Pangenyongan, Keluarga Wonogiri, Paguyuban Keluarga
Purworejo (Paku Wojo) , dan orang Jawa Timur mendirikan
Jamur Kesuma Jawa Timur Kelahiran Sumatera). Di samping
itu, terdapat organisasi Persatuan Pedalangali Indonesia
(Pepadi) dan perkumpulan kesenian Jawa lainnya. Bahkan
orang Cina di Lampung mulai menampakkan wajah keseniannya
dengan mementaskan tari-tarian dan barongsai.

Orang Lampung sendiri di antaranya mendirikan Lembaga
Kebudayaan Daerah Lampung (LKDL) , namun tidak aktif dan
relatif menjadi organisasi papan nama. Mungkin karena muncul
dari prakarsa pemerintah, dan bukan tumbuh dari masyarakat
sendiri. Lalu muncul juga Lampung Sai, yang sebenamya tidak
eksklusif untuk etnik Lampung tapi terbuka juga untuk etnik
lainnya. Di samping itu muncul juga Forum Silaturahmi antar
Paguyuban (Forsap) Saburai yang terdiri dari 40 paguyuban di
Lampung Tengah, yang merupakan tandingan Lamapung Sai.

Orang Minang di Lampung mendirikan Keluarga Besar
Sumatera Barat (KBSB) dan orang Aceh membuat Aceh
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Seupakat. Terdapat juga kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan
(KKSS), di samping organisasi kebudayaan orang Bali dan
Batak.

Dari sebegitu hanyak organisasi kebudayaan, sebagian
besar memang murni organisasi budaya, tetapi ada juga yang
memolitisasi budaya. Yang belakangan ini tampak misalnya pada
Paku Banten, Lampung Sai, Forsab Saburai, dan Pepadi
(Persatuan Pedalangan Indonesia). Menurut Kuntowijoyo,
pedalangan pada masa euphoria hanyak digunakan untuk
propaganda politik. Misalnya Habibie dipersamakan dengan took
Gareng dan Amien Rais diidentikkan dengan Sengkuni. Ini suatu
politisasi budaya yang justru dilakukan oleh masyarakat sendiri.
Pada era Orba, politisasi wayang dilakukan oleh penguasa lewat
lakon Wahyu Makutha Rama yang otoriter itu, atau Semar
Mbabar wahyu jatidiri yang sehenarnya populis dlan egaliter,
namun tingkah laku Orba justru otoriter.

Paku Banten tampaknya juga dipolitisasi dan dimanfaatkan
oleh penguasa untuk menghalau para demonstran yang anarkis,
yang bisa menimbulkan benturan horisontal di dalam
masyarakat. Belakangan muncul Palu Lampung yang ingin
menandingi eksistensi Paku Banten. Begitu juga Lampung Sai
yang lebih kental aktivitas politiknya ketimbang kegiatan
budayanya.

Politisasi budaya yang dilakukan oleh masyarakat, meskipun
merupakan gejala sementara, perlu disikapi karena akan
menimbulkan dampak yang lebih luas dan lebih lama. Politik
tidak perlu lagi menggunakan kebudayaan, dan sebaliknya
kebudayaan tidak perlu takut ditinggalkan massa. Kita harus
sadar bahwa keduanya mempunyai landasan berbeda. Politik
bcrtumpu pada massa dan kebudayaan bertiumpu pada
minoritas kreatif. Untuk tumbuh dan berkembang dengan baik,
budaya perlu otonomi. Artinya, lepas dari politisasi dan
komersialisasi.

Seraya mengesampingkan politisasi budaya yang
sayangnya masih terjadi, keberadaan etnik non Lampung dan
pelbagai budaya etnik di Lampung sudah merupakan realitas
historis sekaligus realitas sosiologis dan realitas budaya. Secara
demikian, masyarakat Lampung memanglah suatu masyarakat
majemuk atau masyarakat multietnik. Oleh karena itu, Lampung
dikenal juga sebagai Indonesia Mini.
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Multikulturalisme

Kini muncul gugatan terhadap konsep masyarakat muitietnik,
dan karenanya perlu dilakukan kajian kembali. Menurut Dr.
Parsudi Suparlan, landasan sosial dan budaya masyarakat
Indonesia yang bercorak majemuk sudah saatnya dikaji kembali.
Ideologi masyarakat majemuk yang menekankan pada
keanekaragaman suku bangsa tidak akan mungkin mewujudkan
masyarakat sipil (civil society, masyarakat madani yang
demokratis. Untuk mencapai tujuan proses-proses
demokratisasi yang sedang dijalani Indonesia, ideologi harus
digeser menjadi keanekaragaman budaya atau
multikulturalisme.

Dalam makalahnya “Kesetaraan Warga dan Hak Budaya
Komuniti dalam Masyarakat Majemuk Indonesia” yang
disampaikan pada Simposium Intemasional Antropologi Il di
Padang, 19 Juli 2001, Parsudi Suparian menyebutkan Indonesia
adalah sebuah masyarakat majemuk, yaitu masyarakat negara
yang terdiri atas suku-suku bangsa yang baik langsung maupun
tidak langsung dipaksa bersatu di bawah kekuasaan sebuah
sistem nasional. Yang mencolok dari ciri kemajemukan Indonesia
adalah penekanan pada pentingnya kesukubangsaan yang
terwujud dalam komunitas-komunitas suku bangsa, dan
digunakannya kesukubangsaan sebagai acuan utama bagi
jatidiri individu.

Menurut Parsudi, ada sentimen-sentmen kesukubangsaan
yang mempunyai potensi pemecahbelah dan penghancuran di
antara sesama bangsa. Potensi yang dapat dimanipulasi secara
sosial dan politik sebagai pemecah-belah dan antidemokrasi
itu antara lain karena masyarakat majemuk menghasilkan batas-
batas suku bangsa yang didasari oleh stereotip dan prasangka,
yang menghasilkan penjenjangan sosial secara primordial yang
subyektif.

Konflik-konflik antarsuku bangsa dan antarkelompok agama
yang sejak beberapa tahun ini terjadi berintikan pada
permasalahan hubungan antarsuku bangsa asli dan pendatang.
Konflik-konflik itu terjadi karena adanya pengaktifan jatidiri suku
bangsa untuk solidaritas memperebutkan sumberdaya yang ada.

Karena ideologi kesukubangsaan serta pengaktifan jatidiri
suku bangsa itu, maka seperti yang terjadi di Sambas adalah
preman Madura yang mengawali konflik itu dianggap mewakili
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suku Madura, sehingga konflik berkembang menjadi konflik
antarsuku bangsa,” kata Parsudi yang melakukan penelitian di
Kalimantan dan Maluku. Demikian pula yang terjadi di Ambon,
bentrokan antarpenduduk Ambon dan Buton Bugis Makasar
(BBM) menjadi konflik antargolongan agama. Pada tahun 2000
juga pemabh terjadi konflik antarsuku bangsa di Desa Jepara,
Lampung Timur, yang ditandai dengan pembakaran puluhan
rumah tinggal. Masyarakat majemuk termasuk Indonesia, tidak
menghasilkan tatanan kehidupan yang egalitarian dan
demokratis, melainkan sebuah masyarakat yang berpotensi
otoriter dan despotis karena corak suku bangsanya yang
beraneka ragam dari feodalistis dan paternalistis sampai
etnosentris.

Prinsip demokrasi hanya mungkin dapat berkembang dan
hidup secara mantap dalam sebuah masyarakat sipil yang
terbuka, yang warganya mempunyai toleransi terhadap
perbedaan-perbedaan dalam bentuk apa pun, karena adanya
kesetaraan dalam derajat kemanusiaan yang saling
menghormati, dan yang diatur oleh hukum yang adil dan beradab
yang mendorong kemajuan dan menjamin kesejahteraan
warganya.

Mayarakat majemuk yang menekankan keanekaragaman
suku bangsa sudah sepatutnya dikaji untuk digeser
penekanannya pada keanekaragaman kebudayaan, yang
mencakup bukan saja kebudayaan suku bangsa, tetapi juga
berbagai kebudayaan yang berlaku dalam kehidupan
masyarakat setempat di Indonesia. Hal ini harus pula dibarengi
dengan kebijakan politik nasional yang akan meletakkan
berbagai budaya itu dalam kesetaraan derajat, sehingga
nantinya diharapkan tidak akan ada lagi suku bangsa yang
merasa lebih tinggi atau yang merasa terpuruk dan tak berguna
karena tiada lagi jenjang sosial yang dilatarbelakangi asal suku
hangsa. Sampai di sini, sudah waktunya kita melihat hubungan
antarbudaya dalam paradigma multikulturalisme.

Pluralisme

ADA tiga teori tentang hubungan antara kebudayaan dalam
masyarakat multietnis, yaitu etnosentrisme, cawan peleburan
(melting pot), dan pluralisme. Etnosentrisme terjadi jika masing-
masing budaya bersikukuh dengan identitasnya, menolak
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bercampur dengan kebudayaan lain. Porter dan Samovar
mendefinisikan etnosentrisme seraya menuturkan, “Sumber
utama perbedaan budaya dalam sikap adalah etnosentrisme,
yaitu kecenderungan memandang orang lain secara tidak sadar
dengan menggunakan kelompok kita sendiri dan kebiasaan kita
sendiri sebagai kriteria untuk penilaian... Makin besar kesamaan
kita dengan mereka, makin dekat mereka dengan kita makin
besar ketidaksamaan, makin jauh mereka dari kita ...... Kita
cenderung melihat kelompok kita, negeri kita, budaya kita sendiri,
sebagai yang paling baik, sebagai yang paling bermoral.

Pandangan ini menuntut kesetiaan kita yang pertama dan
melahirkan kerangka rujukan yang menolak eksistensi kerangka
rujukan yang lain. Pandangan ini adalah posisi mutlak yang
menafikan posisi yang lain dari tempatnya yang layak bagi
budaya yang lain.” dari uraian ini dapatlah dipahami mengapa
Binhangh dan Pennington menyatakan bahwa Etnosentrisme
adalah pluralisme. Melting pot ialah peleburan komponen-
komponen etnis ke dalam hanya satu identitas baru. Sementara,
dengan pluralisme dimaksudkan bahwa setiap etnis tetap
memegang identitas kelompoknya, yang dalam beberapa hal
terdapat identitas yang sama. Etnosentrisme terjadi jika
kelompok etnis mempunyai ketakutan tertentu untuk bercampur
dengan kebudayaan lain, yang disebabkan oleh dua hal:
inferioritas dan superioritas. Inferioritas budaya tidak
memungkinkan percampuran kebudayaan, karena percampuran
itu akan menghilangkan identitas budaya. Biasanya ini dialami
oleh suku-suku minoritas, seperti suku Badui, Samin, Sakai,
Kubu, dan suku-suku terasing lainnya. Bahkan, kekhawatiran
mengenai etnosentrisme masih ada Raja suku, suku yang sudah
lama jadi Indonesia. Ingat polemik Javanologi, Melayulogi,
Sundanologi, atau Madurologi.

Superioritas pun bisa menyebabkan etnosentrisme. Etnis
jawa Raja masa yang lewat merasa superior alas etnis lain.
Perkawinan antaretnis di masa lampau selalu mengakibatkan
pengucilan. Antara etnis Jawa dan Sunda ada mitos Perang
Bubat, konon jauh terjadi di zaman Majapahit. Antara Jawa dan
Sulawesi ada mitos tentang “Bugis”, antara Jawa dan Sumatera
ada mitos tentang “wong sabrang”. Sebaliknya juga bisa terjadi,
antara Jawa dan Minang ada mitos “Minangkabau”. Seorang
antropolog dari Universitas Andalas, Dr Mochtar Naim, membuat
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orang Jawa tersinggung ketika mengemukakan ada dua macam
budaya, budaya “M” (Minangkabau) dan budaya “J” (Jawa).

Isu mengenai dominasi mayoritas Jawa masih cukup membuat
pusing. Pemberontakan-pemberontakan daerah di masa lalu
selalu disertai isu tentang dominasi Jawa, bahkan Gerakan Aceh
Merdeka (GAM) di Aceh pada saat ini pun masih menyebut-
nyebut dominasi “bangsa” Jawa. Tahun-tahun yang lalu
Departemen Transmigrasi marah besar ketika sebuah lembaga
penelitian membuat laporan bahwa Orang Irian
mengkhawatirkan Jawanisasi, Kota besar seperti Medan, masih
menunjukkan etnosentrisme Melayu, Minang, Jawa, dan Batak.
UUD 45 menyatakan secara tertulis bahwa presiden Indonesia
asli, tetapi yang baik tertulis adalah harus orang jawa. Bahkan
gagasan pemilihan presiden secara langsung masih dilhantui
oleh keniscayaan: ..bahwa Orang Jawalah yang akan jadi
presiden, karena mereka mayoritas.

Daniel S. Lcv, seorang Indonesia asal AS, pernah menyoal
mitos kebudayaan Jawa yang diusulkannya supaya dihilangkan
saja. Dia merasa tertipu oleh pengertian mitos tentang Jawa
yang sangat dimistikkan. Dimitoskan bahwa orang Jawa penurut,
bahwa terdapat ide keserasian dan harmonis, ada ide halus
dan kasar. Secara empiris, menurutnya, semua itu tidak begitu
- betul. “Kalau memang betul Orang Jawa begitu halus, kenapa
teman-teman saya yang begitu banyak agak kasar... dulu dalam
riset saya, yang kelihatan sejak Zaman Belanda dan selalu
diulang kembali, orang Jawa tidak suka konflik.

Di sini ada sesuatu yang aneh, karena dalam sejarah Jawa
sejak abad ke-12, di sini selalu ada peperangan. Kebanyakan
persoalan di Indonesia terlalu gampang tanpa bukti disalahkan
kepada kebudayaan Jawa, tetapi dalam pembicaraan politik,
ada baiknya kebudayaan Jawa dilupakan karena bukan Jawa
yang menyatukan persoalan yang ada di Indonesia. Mitos Jawa
saya harap tidak akan dibicarakan lagi...” tandas Lcv.
Menghadapi semua itu, kita harus berani menghapus mitos
etnosentrisme!

Sekaitan dengan itu, kita pun harus membuang stereotip-
stereotip antarsuku. Tidak jarang kita mendengar bahwa orang
Sunda suka basa-basi, lelakinya tukang kawin, wanitanya pesolek
Orang Padang perlu Orang Jawa penganut aliran kepercayaan
orang Batak kasar; Orang Lampung pemalas, dan sebagainya.
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Stereotip-stereotip tersebut pada dasarnya tidak menguntungkan.
Stereotip dapat menimbulkan self fulfilling prophecy. Apa yang
kita persepsi sangat dipengaruhi oleh apa yang kita harapkan.
Sebaliknya, bersikaplah seperti Moritoshi lwasaki seorang
manusia antarbudaya asal Jepang yang pindah ke AS dan hidup
bahagia dengan menikahi seorang perempuan Negro Amerika
yang berdasarkan pengalaman lintas budayanya menyimpulkan
bahwa semua budaya itu sederajat. Tidak ada budaya yang jahat
disebut baik atau buruk, sebab pada setiap kebudayaan niscaya
melekat kebaikan dan keburukan sekaligus.

Peleburan budaya (Melting pot) barangkali sudah terjadi di
kola-kola besar, seperti Jakarta. Wayang, dangdut, keroncong,
cammpursari, sudah menasional. Demikian juga sinetron, film
dan lawak. Seni lukis, kaligrafi, seni kriya, bahkan masakan
rendang, juga sudah menasional. Birokrasi, militer, sekolah, dan
dunia usaha merupakan basis-basis peleburan. Kita masih
punya hasil-hasil kebudayaan tradisional, yang justru konon
merupakan “puncak-puncak kebudayaan daerah” yang akan
kehilangan daya tariknya kok” .

11
ett a menastona. Keragaman Indonesia akan hilang jika kita
memakai konsep peleburan. Bahasa Indonesia merupakan
pertumbuhan yang paling menakjubkan dalam sejarah
kebudayaan, menuju kepada konsep peleburan. Tetapi, bahasa
dan sastra daerah merosot tajam. Menurut prediksi Hasan Alwi,
dalam dua puluh tahunan ke depan sastra daerah akan punah.
Jumlah penutur bahasa Jawa menurun drastis, tinggal 60%
menurut Kongres Bahasa Jawa pada 1980. Pada Juli 2001
muncul seruan dari Semarang agar dikeluarkan Perda untuk
menyelamatkan bahasa Jawa, dengan memasukkannya
sebagai muatan lokal pada kurikulum SD di Jawa Tengah.
Adapun bahasa Lampung lebih parah lagi, karena gagal menjadi
lingua franca di tanah-tumbuhnya sendiri. Ada prediksi, dalam
75 tahun ke depan bahasa Lampung akan punah. Rezim Orde
Baru yang menerapkan melting pot sebagai kebijakan budaya
telah menghancurkan banyak sistem nilai dan pranata adat
budaya etnik, dan kehidupan menjadi serbaseragam.
Menginsafi hal itu, maka kita harus realistis dan tidak
menuntut terlalu banyak dari kebudayaan, meskipun telap terbuka
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kepada eksperimen-eksperimen budaya, misalnya eksperimen
dalam tari yang mencoba memadukan konsep-konsep gerak dari
berbagai daerah, atau eksperimen dalam musik yang melahirkan
musik kontemporer.

Pluralisme mungkin merupakan kebijakan budaya yang
paling tepat, dalam Pancasila (sila ketiga) disebutkan ‘Persatuan
Indonesia’, bukan kesatuan Indonesia. Artinya bahwa
keragaman itu diakui; pluralisme bukan melting pot. Pluralisme
berarti bahwa semua daerah, semua tradisi, dan semua
kebudayaan patut dilestarikan dan dikembangkan.
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